PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DAN ATAU PENGGANDAAN PETA

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

bahwa dengan semakin meningkatnya intensitas pemanfaatan
ruang di Wilayah Kabupaten Sleman berdampak pada
peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap peta wilayah

Kabupaten Sleman;

bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap
ketersediaan peta wilayah Kabupaten Sleman diperlukan
peran serta masyarakat melalui pembayaran retribusi

penggantian biaya cetak dan atau penggandaan peta;

bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah
tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan atau

Penggandaan Peta.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997, Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah

dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran



Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia  Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah
ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4548);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,
13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa
Yogyakarta (Berita Negara tanggal 14 Agustus 1950);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001,
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4139);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2005 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sleman
(Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2005 Nomor 1
Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN,

dan

BUPATI SLEMAN,



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK DAN ATAU
PENGGANDAAN PETA.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

0N PR

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Sleman.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Bupati adalah Bupati Sleman.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Sleman.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan,
baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha
milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan,
perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,
lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau
pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak dan atau Penggandaan Peta yang
selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas
pemberian pelayanan data dalam bentuk peta.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peta adalah gambaran dari permukaan bumi yang diperkecil dengan skala
tertentu sesuai dengan kebutuhan.

Peta Kabupaten Sleman adalah peta yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten
Sleman.

Peta foto adalah peta yang pembuatannya berasal dari pemotretan atau

pencitraan satelit.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peta dasar adalah peta yang pembuatannya merupakan pengolahan lebih lanjut
dari peta hasil pemotretan atau pencitraan satelit dan olah lapangan.

Peta tematik adalah peta yang menggambarkan data dengan tema khusus yang
berkaitan dengan detail topografi tertentu yang pembuatannya dapat
berdasarkan peta dasar.

Peta teknis adalah peta yang menggambarkan kondisi teknis pemanfaatan
ruang tertentu.

Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta yang selanjutnya disingkat retribusi
adalah pungutan daerah atas pelayanan pemberian data dalam bentuk peta
yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sleman yang dilakukan oleh orang
pribadi atau badan.

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTRD
adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan
dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat
yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran
lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada
retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga
dan atau denda.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan,
mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan

ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi.

BAB Il
KETENTUAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi



Pasal 2

Setiap pelayanan pemberian data dalam bentuk peta dipungut retribusi penggantian

biaya cetak/penggandaan peta.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pelayanan data dalam bentuk peta.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh layanan data

dalam bentuk peta.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan data

dalam bentuk peta.

Bagian Kedua

Golongan Retribusi

Pasal 6

Retribusi penggantian biaya cetak dan atau penggandaan peta termasuk golongan

retribusi jasa umum.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa untuk pelayanan peminjaman peta diukur berdasarkan

peminjaman jenis peta.

Bagian Keempat
Prinsip dan Komponen Biaya dalam Penetapan Struktur

dan Besarnya Tarif
Pasal 8

(1) Prinsip dalam penetapan tarif retribusi penggantian biaya cetak peta didasarkan

pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan



